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BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR 6 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) 
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan; 

  b. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011, tambahan penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan 

beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan 
profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif 
lainnya; 

  c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu ditetapkan Tambahan Penghasilan 

bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tertentu 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 

Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati. 
    

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 
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  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara; 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 
  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  

  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat; 
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan  dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri SIpil ; 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016; 
  16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 

41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran; 

  17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016. 
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MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PNGHASILAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) TERTENTU 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN ANGGARAN 2016. 
 

Pasal 1 
(1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah 
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau 
pertimbangan objektif lainnya. 

 
(3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil 
Daerah.  

 
(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani 
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas–tugas yang dinilai melampaui beban 

kerja normal. 
 

Pasal 2 

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) diberikan kepada Pegawai 

Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Pangandaran yang menduduki Jabatan 
Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Auditor Inspektorat 

berupa Tunjangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan 
kinerja pegawai yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah.  

 
Pasal 3 

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 1 ayat (4) diberikan kepada: 

 
1. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka perumusan kebijakan 

Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah; 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka pengawasan pada 
Inspektorat; 

3. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka perencanaan capaian 
kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

4. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka perumusan kebijakan 
keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah; 

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka fasilitasi penunjang 
kegiatan DPRD pada Sekretariat DPRD; 

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka peningkatan capaian 
kinerja SKPD, khususnya yang memegang tugas beberapa urusan 

tertentu. 
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Pasal 4  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut. 

 
Pasal 5  

Peraturan Bupati ini mulai belaku sejak tanggal 1 Januari 2016. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pangadaran. 
 

 
 

 
Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 25 Januari 2016 
 
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, 

 
Ttd/cap 

 
 

      H. DAUD ACHMAD 
 
 

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 Januari 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, 

 
Ttd/cap 

   

 
                       M A H M U D 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 6 


